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2.1 Landasan Teori

Teori Kemampuan Membayar (Ability to Pay Theory)

Teori Ability to Pay (Kemampuan Membayar) merupakan salah satu teori yang
mendasari pemungutan pajak. Teori ini dikemukakan oleh Adam Smith dalam
karyanya The Wealth of Nations (1776). Menurut Adam smith (1776) teori ini, setiap
warga negara harus memberikan kontribusi kepada negara melalui pembayaran
pajak sesuai dengan kemampuan ekonominya. Dengan kata lain, semakin besar
kemampuan ekonomi atau penghasilan yang dimiliki seseorang, maka semakin
besar pula beban pajak yang harus ditanggung.

Prinsip Ability to Pay menekankan keadilan dalam sistem perpajakan. Pajak
tidak dipungut secara sama rata kepada seluruh wajib pajak, melainkan
disesuaikan dengan tingkat kemampuan masing-masing wajib pajak. Akibatnya,
wajib pajak dengan penghasilan tinggi akan dikenakan pajak yang lebih tinggi
daripada wajib pajak dengan penghasilan rendah.

Teori Kepatuhan Pajak (Tax Compliance Theory)

Tax Compliance Theory merupakan teori yang menjelaskan perilaku wajib
pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teori ini dikembangkan oleh
Michael G. Allingham dan Agnar Sandmo melalui penelitian Income Tax E vasion:
A Theoretical Analysis pada tahun 1972. Menurut Allingham & Sandmo (1972)
wajib pajak akan mempertimbangkan manfaat dan risiko sebelum memutuskan
untuk mematuhi atau menghindari kewajiban perpajakannya. Wajib pajak dapat
memilih untuk melaporkan seluruh penghasilannya sesuai ketentuan atau
melaporkan penghasilan yang lebih rendah dari yang sebenarnya guna mengurangi
beban pajak.

Allingham dan Sandmo menjelaskan bahwa keputusan kepatuhan pajak
dipengaruhi oleh kemungkinan pemeriksaan yang dilakukan oleh otoritas pajak
serta besarnya sanksi yang dikenakan apabila pelanggaran terdeteksi. Semakin
tinggi probabilitas pemeriksaan dan semakin berat sanksi yang diterapkan, maka
semakin besar kecenderungan wajib pajak untuk melaporkan penghasilannya
secara benar.

Teori Arus Kas (Cash Flow Theory)

Free Cash Flow Theory dikemukakan oleh Michael C. Jensen pada tahun
1986 melalui artikelnya yang berjudul Agency Costs of Free Cash Flow, Corporate
Finance, and Takeovers. Teori ini menjelaskan bahwa arus kas yang dimiliki
perusahaan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan keuangan dan
operasional perusahaan. Menurut Jensen (1986), free cash flow merupakan arus
kas yang tersisa setelah perusahaan memenuhi seluruh kebutuhan pendanaan
untuk proyek-proyek investasi yang memiliki nilai kini bersih (Net Present Value)
positif.
Mekanisme Perhitungan PPh Pasal 21

Mekanisme PPh Pasal 21 diatur dalam beberapa regulasi, di antaranya PER
16/PJ/2016, PP No. 58 Tahun 2023, dan PMK 168 Tahun 2023. Perubahan terbaru
adalah penggunaan Tarif Efektif Rata-rata (TER) pada Januari-November,
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sementara Desember tetap menggunakan tarif progresif. Mekanisme ini
menyederhanakan administrasi namun berimplikasi pada meningkatnya beban
pajak bulanan perusahaan, terutama bagi yang memberikan tunjangan pajak
kepada karyawan.

2.2 Perhitungan PPh 21 sebelum dan sesudah Menggunakan Skema TER

Perubahan perhitungan PPh pasal 21 menggunakan skema TER sesuai
dengan UU HPP yang tentunya akan membawa dan memberi dampak bagi
penerima pajak yang berlaku sejak 1 januari 2024, Pasal 21 PPh mengatur pajak
yang dikenakan atas penghasilan dari pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang
diperoleh oleh individu dalam negeri. Perhitungan TER telah diatur di dalam
peraturan pemerintah No.58 (2023), dengan pelaksanaan lebih lanjut dalam PMK
No 168 Tahun 2023 yaitu penggunaan TER yang diberlakukan pada PPh 21.

Pada umumnya, TER digunakan untuk menghitung penghasilan bulanan
kecuali pada desember. Untuk menghitung PPh Pasal 21 dengan berlakunya
ketentuan ini, penghasilan bruto dikalikan dengan tarif efektif yang berlaku.
Penghasilan bruto yang dimaksud adalah total penghasilan pegawai, termasuk
penghasilan natura dan penghasilan kenikmatan, sebelum dikurangi dengan biaya
jabatan, iuran pensiun, PTKP, dan pengeluaran lainnya (Putri1, 2024)

Terdapat perubahan perhitungan yang cukup berbeda dibandingkan yang
telah diterapkan dalam menghitung PPh Pasal 21 (Anisa Aprilia & Sofianty,
2026)Perhitungan TER ini akan menimbulkan kategori untuk menentukan tarif PPh
yang digunakan. Ada tiga kategori, yakni kategori A, B dan C dengan banyak tarif
perhitungan PPh Pasal 21 yang menyesuaikan dengan Penghasilan Tidak Kena
Pajak (PTKP) pihak yang dipotong. Perhitungan yang telah dijalankan selama ini
tidak akan berubah dan masih tetap digunakan di perhitungan akhir tahun pajak
pada masa Desember (Budiandru1, 2017)

Mengacu pada data tarif pasal 17 UU-HPP Nomor 7 Tahun 2021 adapun
tabel perhitungan pajak penghasilan PPh 21, tarif progresif menunjukan semakin
tinggi penghasilan kena pajak (PKP) maka semakin besar juga tarif pajak yang di
kenakan. Adapun rincian tarif progresif disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1. PPh21 Tarif Pasal 17

Penghasilan Kena pajak (PKP) Tarif Pajak
Sampai dengan Rp.60.000.000 5%

Diatas Rp.60.000.000-Rp.250.000.000 15%
Diatas Rp.250.000.000-Rp.500.000.000 25%
Diatas Rp.500.000.000-Rp.5.000.000.000 30%
Diatas Rp.5.000.000.000 35%

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel

Tabel menunjukan bahwa semakin besarnya pajak yang harus dibayarkan
dipengaruhi oleh (PKP) maka akan semakin besar juga tarif pajak yang harus di
potong dari penghasilan karyawan.

Dengan Peraturan Menteri Keuangan 168 Tahun 2023, pemerintah telah
memperkenalkan Tarif Rata-rata Efektif (TER) sebagai metode baru untuk
menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. Tujuan TER adalah untuk
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mengarahkan perhitungan pajak khususnya bagi wajib pajak orang pribadi (WPOP)
dengan status karyawan dengan penghasilan tetap setiap bulan. Dengan TER,
perusahaan dapat menggunakan tarif rata-rata yang telah ditetapkan tanpa
mengalami kesulitan dalam perhitungan.



Tabel 2.2. TER A = PTKP: TK/0 (54 juta); TK/1 & K/0 (58juta)

. Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TER A . Lapisan Penghasnan Bruto (Rp) TER A

21 26.450.001 28.000.000 11,00%

1 sampai dengan 5.400.000 0,00%

2 5400.001 s.d. 5.650.000 0,25% 22 28.000.001 s.d 30.050.000 12,00%
3 5.650.001 s.d. 5.950.000 0,50% 23 30.050.001 s.d. 32.400.000 13,00%
4 5.950.001 s.d. 6.300.000 0,75% 24 32.400.001 s.d. 35.400.000 14,00%
5 6.300.001 s.d. 6.750.000 1,00% 25 35.400.001 s.d. 39.100.000 15,00%
6 6.750.001 s.d. 7.500.000 1,25% 26 39.100.001 s.d. 43.850.000 16,00%
7 7.500.001 s.d. 8.550.000 1,50% 27 43.850.001 s.d. 47.800.000 17,00%
8 8.550.001 s.d. 9.650.000 1,75% 28 47.800.001 s.d. 51.400.000 18,00%
9 9.650.001 s.d. 10.050.000 2,00% 29 51.400.001 s.d. 56.300.000 19,00%
10 10.050.001 s.d. 10.350.000 2,25% 30 56.300.001 s.d. 62.200.000 20,00%
11 10.350.001 s.d. 10.700.000 2,50% 31 62.200.001 s.d. 68.600.000 21,00%
12 10.700.001 s.d. 11.050.000 3,00% 32 68.600.001 s.d. 77.500.000 22,00%
13 11.050.001 s.d. 11.600.000 3,50% 33 77.500.001 s.d. 89.000.000 23,00%
14 11.600.001 s.d. 12.500.000 4,00% 34 89.000.001 s.d. 103.000.000 24,00%
15 12.500.001 s.d. 13.750.000 5,00% 35 103.000.001 s.d. 125.000.000 25,00%
16 13.750.001 s.d. 15.100.000 6,00% 36 125.000.001 s.d. 157.000.000 26,00%
17 15.100.001 s.d. 16.950.000 7,00% 37 157.000.001 s.d. 206.000.000 27,00%
18 16.950.001 s.d. 19.750.000 8,00% 38 206.000.001 s.d. 337.000.000 28,00%
19 19.750.001 s.d. 24.150.000 9,00% 39 337.000.001 s.d. 454.000.000 29,00%
20 24.150.001 s.d. 26.450.000 10,00% 40 454.000.001 s.d. 550.000.000 30,00%

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel



Tabel 2.3. TER B = PTKP: TK/2 & K/1 (63 juta); TK/3 & K/2 (67,5 juta)

. Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TERB - Lapisan PenghasHan Bruto (Rp) |TERB

1 sampai dengan 6.200.000 0,00% 37.100.001 41.100.000 15,00%
2 6.200.001 s.d. 6.500.000 0,25% 22 41.100.001 s.d. 45.800.000 16,00%
4 6.850.001 s.d. 7.300.000 0,75% 23 45.800.001 s.d. 49.500.000 17,00%
5 8500001 54! 10.750.000 1.50% 25 53.800.001  s.d. 58.500.000 19,00:/0
7 10.750.001 s.d. 11.250.000 2,00% ;g 22388881 zg 3‘1‘888888 ;‘1’88;2
s LLZS000L |56 DL GUIO0T)Z 508 28 71.000.001  s.d. 80.000.000 22,00%
° 11.600.001 s.d. 12.600.000 3,00% 29 80.000.001 s.d. 93.000.000 23,00%
10 12.600.001 s.d. 13.600.000 4,00% 30 93.000.001  s.d. 109.000.000 24,00%
11 13.600.001 s.d. 14.950.000 5,00% 31 109.000.001 s.d. 129.000.000 25,00%
12 14.950.001 s.d. 16.400.000 6,00% 32 129.000.001 s.d. 163.000.000 26,00%
13 16.400.001 s.d. 18.450.000 7,00% 33 163.000.001  s.d. 211.000.000 27,00%
14 18.450.001 s.d. 21.850.000 8,00% 34 211.000.001  s.d. 374.000.000 28,00%
15 21.850.001 s.d. 26.000.000 9,00% 35 374.000.001 s.d. 459.000.000 29,00%
B 26.000.001 s.d. 27.700.000 10,00% 36 459.000.001 s.d. 555.000.000 30,00%
17 27.700.001 s.d. 29.350.000 11.00% 37 555.000.001  s.d. 704.000.000 31,00%
18 29.350.001 S.d. 31.450.000 12.00% 38 704.000.001  s.d. 957.000.000 32,00%
7 EVETTR T 33.950.000 13.00% 39 957.000.001  s.d. 1.405.000.000 33,00%
20 33.950.001 s.d. 37.100.000 14,00% -2 JEalln GErt o R = S

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel



Tabel 2.4. TER C = PTKP: K/3 (72 juta)

. Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TERC - Lapisan Penghasilan Bruto (Rp) TERC

1 sampai dengan 6.600.000 0,00% 38.900.001 43.000.000 15,00%
2 6.600.001 s.d. 6.950.000 0,25% 23 43.000.001 s.d. 47.400.000 16,00%
3 6.950.001 s.d. 7.350.000 0,50% 24 47.400.001  s.d. 51.200.000 17,00%
4 7.350.001 s.d. 7.800.000 0,75% 25 51.200.001 s.d. 55.800.000 18,00%
5 7.800.001  s.d. 8.850.000 1,00% 26 55.800.001  s.d. 60.400.000 19,00%
6 8.850.001 s.d. 9.800.000 1,25% 27 60.400.001 s.d. 66.700.000 20,00%
! 9.800.001 s.d. 10.950.000 1,50% 28 66.700.001  s.d. 74.500.000 21,00%
£ 10.950.001  s.d. Lol W 29 74.500.001  s.d. 83.200.000 22,00%
io i;:ggg:ggi z:g: g:g:g:ggg g'ggojz 30 83.200.001 s.d. 95.600.000 23,00%
" —— e PR W 31 95.600.001 s.d. 110.000.000 24,00%
I T —— 32 110.000.001  s.d. 134.000.000 25,00%
1a - ST 33 134.000.001 s.d. 169.000.000 26,00%
" = 0 34 169.000.001  s.d. 221.000.000 27,00%
16 T e 35 221.000.001 s.d. 390.000.000 28,00%
16 B T IGO0 Bl 36 390.000.001  s.d. 463.000.000 29,00%
17 S S B 37 463.000.001 s.d. 561.000.000 30,00%
18 1 S5 TN 38 561.000.001  s.d. 709.000.000 31,00%
10 SRR S B 39 709.000.001  s.d. 965.000.000 32,00%
20 T ESPoTo00) ETOGER 40 965.000.001  s.d. 1.419.000.000 33,00%
21 35.400.001 s.d. 38.900.000 14.00% i Joolcel Lol ULHLLD e b

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel



Berdasarkan tabel tersebut, terlihat bahwa penerapan Tarif Efektif Rata-Rata
(TER) memberikan penyederhanaan dalam mekanisme pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 21, dengan tetap mempertimbangkan aspek keadilan melalui
perbedaan tarif berdasarkan tingkat penghasilan dan status PTKP wajib pajak.

Dalam penerapan Tarif Efektif Rata-Rata (TER) pada PPh Pasal 21,
pemerintah membagi tarif menjadi tiga jenis, yaitu TER A, TER B, dan TER C.
Pembagian ini dilakukan berdasarkan status PTKP wajib pajak agar perhitungan
pajak menjadi lebih mudah dan sesuai dengan kondisi masing-masing wajib pajak.
Dengan adanya pengelompokan tersebut, proses perhitungan PPh Pasal 21
diharapkan menjadi lebih sederhana, praktis, dan tetap mencerminkan keadilan
dalam perpajakan. Berikut merupakan tabel pengelompokan jenis TER:

Tabel 2.5. Pengelompokan Jenis Ter

Jenis TER PTKP PKP/Tahun
TERA TK/0 54 juta
TERA TK/M & K/0 58,5 juta
TERB TK/2 & K1 63 juta
TERB TK/3 & K/2 67,5 juta
TERC K/3 72 juta

Sumber: Diolah oleh penulis menggunakan Excel

Pada tabel jenis-jenis pengelompokan diatas dapat dilihat bahwa pembagian
jenis TER agar mempermudah dalam perhitungan PPh 21 berdasarkan status nya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian telah mengkaiji keterkaitan antara kebijakan perpajakan dan
kondisi keuangan perusahaan. Bulan & Humaimah (2025) menemukan bahwa
perencanaan pajak (tax planning) berperan penting dalam menjaga likuiditas dan
manajemen arus kas perusahaan, terutama ketika perusahaan menghadapi
perubahan regulasi perpajakan. Lestari (2019) menyatakan bahwa perubahan
regulasi perpajakan menuntut perusahaan untuk melakukan penyesuaian strategi
keuangan secara cepat dan adaptif guna menjaga stabilitas keuangan perusahaan.
Sukma Wardani et al. (2025) menjelaskan bahwa penerapan TER bertujuan
meningkatkan transparansi dan kemudahan dalam administrasi perpajakan. olfin
mani (2025) Dengan sistem TER yang lebih sederhana, banyak pemberi kerja yang
merasa terbantu dalam menghitung dan melaporkan pajak secara tepat waktu.

Berdasarkan kajian-kajian tersebut, dapat disimpulkan bahwa perubahan
mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 tidak hanya berkaitan dengan aspek
kepatuhan pajak, tetapi juga berdampak langsung terhadap manajemen keuangan
perusahaan,



khususnya pengelolaan arus kas. Penerapan TER, sebagai metode baru dalam
menghitung PPh Pasal 21, berpotensi mengubah besaran pemotongan dan waktu
penyetoran pajak setiap periode, yang pada gilirannya memengaruhi jumlah kas
yang keluar dari perusahaan, baik untuk pembayaran gaji maupun kewajiban pajak.

Dalam penelitian ini, di duga penerapan TER bisa menyebabkan perbedaan
dalam alur kas operasional perusahaan dibandingkan masa sebelumnya. Oleh
karena itu, perlu dilakukan pengujian nyata untuk mengetahui apakah ada
perbedaan yang berarti pada aliran uang perusahaan sebelum dan setelah
diterapkannya Tarif Efektif Rata-rata (TER).
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